BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu
dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya
komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas,
maka Pemerintah Kabupaten Batang menyelenggarakan
Program Jaminan Persalinan;

b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu
menetapkan pedoman pelaksanaannya,;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA JAMINAN PERSALINAN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

10.

Daerah adalah Kabupaten Batang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Batang.

Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Kesehatan di Kabupaten
Batang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan
di Kabupaten Batang.

Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan
persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah
terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas
dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.

Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat
(rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat
tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas,
termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.

Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu
persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerjanya.

Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.



BAB II
SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 2

Sasaran Jampersal yakni :
Ibu hamil;

Ibu bersalin;

Ibu nifas; dan

Bayi baru lahir.
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Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :

a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin
dan nifas serta bayi baru lahir;

b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;

c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil,bersalin dan nifas
serta bayi; dan

d. menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

BAB 111
PENYELENGGARA JAMPERSAL
Pasal 4

(1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.

(2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Dinas dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) membentuk tim monitoring.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 5

(1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus non fisik
bidang kesehatan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang.



Bagian Kedua
Peruntukan Dana Jampersal
Pasal 6

Dana Jampersal digunakan untuk :

a. biaya operasional RTK;

b. biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan
pendamping di RTK;

c. biaya transportasi dan atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan
bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas
kesehatan;

d. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, konsinyasi; dan

e. biaya alat tulis kantor dan penggandaan.

Bagian Ketiga
Pengajuan Pencairan Dana
Pasal 7

(1) Dinas mengajukan pencairan dana jampersal kepada dinas yang
membidangi urusan pengelolaan keuangan.
(2) Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah.

Bagian Keempat
Monitoring dan Pelaporan
Pasal 8

(1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh tim monitoring
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun
Anggaran berjalan.



BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari
2016.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 13 Juni 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

Pada tanggal 13 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM

Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001
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YOYOK RIYO SUDIBYO
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NASIKHIN
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LENOVO PC
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM 
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001  


